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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pajak, 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan metode perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 pada karyawan tetap PT X tahun 2022. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan 

data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan 

ketidaksesuaian dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT X dengan 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Selain itu, pemilihan metode perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 berdampak berbeda terhadap beban pajak perusahaan: metode 

Net meningkatkan PPh Badan, metode Gross mengurangi penghasilan pegawai 

tetapi menaikkan laba perusahaan, dan metode Gross Up memberikan tunjangan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai serta dapat mengurangi beban pajak 

perusahaan. PT X menggunakan metode Gross Up yang juga memengaruhi 

kemudahan kepatuhan pajak dan memperkuat hubungan dengan pihak 

berkepentingan. 

 

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Beban 

Pajak Perusahaan 

  



 

IX 
Politeknik Negeri Jakarta 

ANALYSIS OF COMPLIANCE ANALYSIS OF PT X AS ARTICLE 21 

INCOME TAX WITHHOLDER THAT IMPACT ON THE  

COMPANY'S TAX EXPENSES 

 

By: 

Putri Al Farra 

Study Program Applied Bachelor of Financial Accounting 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the level of tax compliance, Article 21 Income Tax 

withholding, and Article 21 Income Tax calculation methods for permanent 

employees of PT X in 2022. This research is qualitative research with a descriptive 

approach using primary and secondary data. Data collection methods include 

interviews, observation, documentation, and literature study. The results of the 

study show that there is a discrepancy in the withholding of Article 21 Income Tax 

by PT X with Law no. 7 of 2021. In addition, choosing the method for calculating 

Income Tax Article 21 has a different impact on corporate tax burdens: the Net 

method increases corporate income tax, the Gross method reduces employee 

income but increases company profits, and the Gross Up method provides Article 

21 Income Tax benefits to employees and can reduce the company's tax burden. PT 

X uses the Gross Up method which also affects ease of tax compliance and 

strengthens relationships with interested parties. 

 

Keywords : Tax Compliance, Income Tax Article 21, Tax Expense 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sebagai negara berkembang, penting bagi negara Indonesia untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan nasional dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam hal materiil maupun spiritual. 

Pembangunan nasional memiliki banyak manfaat bagi rakyat Indonesia, salah 

satunya meningkatkan kualitas hidup masyarakat apabila pemerintah mewujudkan 

pembangunan nasional dalam hal kualitas Pendidikan dan Kesehatan, membangun 

infrastruktur, sektor ekonomi, dan juga menciptakan lapangan kerja bagi 

masyarakat (Najicha, 2022). 

Negara dapat mewujudkan pembangunan nasional dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN memiliki banyak sumber dana, 

salah satunya dan yang terbesar adalah Pajak (Siburian et al., 2023). Pada tahun 

2022, penerimaan pajak mencapai Rp2.034,50 (dalam triliun rupiah), angka 

tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022 sebesar 14% 

(Kemenkeu, 2023). Realisasi perpajakan tersebut menjadikan pajak sebagai sumber 

pendapatan negara terbesar dalam APBN 2022. Tidak hanya di tahun 2022, pada 

tahun 2021 dan tahun sebelumnya, pajak juga menjadi sumber pendapatan terbesar 

dalam APBN. Hal ini membuktikan bahwa pajak sangat berpengaruh dalam 

mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional (Siburian et al., 2023). 

Pemerintah membuat peraturan perpajakan dan menyempurnakan cara-cara 

untuk pemungutan dari berbagai jenis pajak melalui Undang-undang dan Peraturan 

Perpajakan dalam upaya memaksimalkan pendapatan negara yang nantinya akan 

digunakan untuk pembangunan nasional. Pajak dipertegas dalam Undang-Undang 

1945 Nomor 36 Pasal 23A yang tertulis “Pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Dengan 

demikian, dapat diartikan bahwa wajib pajak pribadi maupun perusahaan wajib 

membayar pajak untuk menaati hukum yang berlaku. 

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021 yang sudah 

diaudit, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan sumber penerimaan pajak terbesar 

dibanding sumber penerimaan pajak lainnya. Besarnya sumber penerimaan pajak 
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tersebut yaitu Rp626 (dalam triliun rupiah) atau 42,46% dari total penerimaan pajak 

dalam negeri. Penerimaan pajak pada 2021 dan 2022 sudah bagus dengan 

melampaui target APBN yang ditetapkan. Untuk mempertahankan tercapainya 

target penerimaan pajak, penting untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.  

Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2021, target 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 2021 adalah 19 juta wajib pajak yang 

terdiri dari 1,65 juta wajib pajak perusahaan dan 17,35 juta wajib pajak pribadi. 

SPT pajak 2021 yang sudah dilaporkan mencapai 15,9 juta. Dengan demikian, 

kepatuhan penyampaian SPT tahunan pada tahun 2021 mencapai 84,07%, tumbuh 

8,30% dari tahun 2020. Namun pada tahun 2022, rasio kepatuhan menurun. 

Menurut Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Medio, 

2023), melaporkan bahwa kepatuhan penyampaian SPT tahun 2022 mencapai 

83,2%. Walaupun demikian, angka tersebut tetap melampaui target. 

Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak atas besarnya peran Pajak sebagai 

pilar negara dalam pembangunan dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak (Sulistyorini, 2019). Perusahaan atau badan usaha sebagai pemberi kerja 

memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, membayar dan melaporkan 

Pajak Penghasilan Pasal 21. Kepatuhan perusahaan dalam membayar Pajak 

Penghasilan Pasal 21 sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan di mata pemerintah dan masyarakat. Kepatuhan tersebut juga 

berdampak pada citra perusahaan serta kepercayaan karyawan, pelanggan, dan 

investor terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan 

kewajiban pajaknya dengan baik agar tidak terkena sanksi dari pihak otoritas pajak 

(Mustika, 2021). 

Selain faktor eksternal seperti peraturan perpajakan dan sanksi yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktor internal juga ikut serta menjadi 

pengaruh kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah pemahaman SDM yang 

dimiliki oleh perusahaan tentang peraturan perpajakan (Purnaditya & Rohman, 

2015). SDM harus memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam 

melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Perusahaan dapat melakukan pelatihan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 agar 
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SDM perusahaan lebih siap dan mampu menjalankan tugas dalam mengelola Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dengan baik (Mustika, 2021). Dengan demikian perusahaan 

dapat meminimalisir resiko yang tidak diinginkan. 

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu aspek yang 

perlu diperhatikan adalah pemilihan metode perhitungan pajak yang tepat. 

Pemilihan metode perhitungan yang tepat dapat membantu perusahaan dalam 

memperhitungkan dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan benar sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Terdapat beberapa metode perhitungan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat digunakan oleh perusahaan, seperti metode 

gross, net, dan Gross Up. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan kondisi 

perusahaan serta memilih metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

sesuai dengan kondisi perusahaan.  

Perusahaan harus memahami dan menerapkan metode perhitungan pajak 

dengan benar agar tidak terkena sanksi dari pihak otoritas pajak. Dengan demikian, 

pemilihan metode perhitungan pajak yang tepat dapat membantu perusahaan dalam 

meningkatkan kepatuhan pajaknya serta menghindari potensi risiko dan kerugian 

yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap Pajak Penghasilan 

Pasal 21. Selain itu, pemilihan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 juga 

dapat berdampak pada laba perusahaan dan pajak penghasilan badan yang harus 

dibayar oleh perusahaan. Setiap metode perhitungan memiliki dampak yang 

berbeda terhadap besaran laba perusahaan yang akhirnya mempengaruhi pajak 

penghasilan. 

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dampak 

dari setiap metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pajak 

penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan memilih 

metode perhitungan yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan besaran pajak 

penghasilan badan yang harus dibayar, sehingga dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa metode perhitungan 

pajak yang digunakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak 

menimbulkan risiko bagi perusahaan. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KEPATUHAN PT X SEBAGAI 

PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERDAMPAK 

TERHADAP BEBAN PAJAK PERUSAHAAN” 

1.2 Rumusan Masalah 

Tabel rasio kepatuhan wajib pajak adalah alat penting yang digunakan 

pemerintah dan otoritas perpajakan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan para 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Rasio kepatuhan ini 

mencerminkan sejauh mana wajib pajak mematuhi aturan dan peraturan perpajakan 

yang berlaku. Dalam tabel berikut, terdapat rasio kepatuhan yang memberikan 

gambaran tentang tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. 

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 

No. Tahun Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak Patuh Rasio Kepatuhan 

1. 2020 19.006.794 14.755.255 77.63% 

2. 2021 19.002.585 15.976.387 84.07% 

3. 2022 19.080.000 15.808.000 83.20% 

Sumber: Laporan Tahunan DJP 

Pada Tabel 1.1 Rasio kepatuhan merupakan perbandingan wajib pajak yang 

patuh dengan wajib pajak terdaftar pada awal tahun. Pada tahun 2020 kepatuhan 

wajib pajak sebesar 77,63%, sedangkan tahun 2021 naik dengan rasio 84,07%. 

Namun, pada tahun 2022 rasio kepatuhan menurun menjadi 83,20%. Meskipun 

angka tersebut sudah mencapai target minimal yang telah ditetapkan, angka tersebut 

menunjukan bahwa masih ada 20-15% wajib pajak yang belum patuh dengan 

melaporkan SPT-nya. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang harus dibayar oleh 

karyawan atas penghasilan yang diterimanya dari perusahaan. Dalam 

pelaksanaannya, perusahaan berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk 

memotong dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan. 

Oleh karena itu, kepatuhan perusahaan dalam memotong dan membayar Pajak 

Penghasilan Pasal 21 sangat penting untuk memastikan terpenuhinya kewajiban 

perpajakan. 
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Kepatuhan perusahaan sebagai wajib pajak tidak hanya dinilai dari 

kemampuan untuk melaporkan SPT dengan tepat waktu, dalam teori Norman D. 

Nowak, kepatuhan wajib pajak juga meliputi kewajiban untuk memenuhi segala 

ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk melakukan perhitungan pajak dengan 

benar dan tepat, serta membayar pajak yang terutang sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan. Kesalahan dalam menghitung akan menyebabkan ketidaksesuaian 

antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai yang seharusnya dibayar 

menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini dapat menyebabkan 

masalah perpajakan, termasuk sanksi dari pemerintah dan merusak citra 

perusahaan. 

PT X merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang tambang batu bara. 

Sebagai perusahaan dengan skala yang besar, PT X seharusnya sudah memahami 

dengan baik dan benar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. PT X sudah 

menggunakan metode Gross Up dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21. 

Akan tetapi, jumlah pajak penghasilan pegawai PT X masih belum tepat sesuai 

dengan perhitungan menurut UU No. 7 Tahun 2021. Penyebab ketidaktepatan 

perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 PT X disebabkan oleh wajib pajak yang 

tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan identitas 

resmi yang diberikan kepada setiap wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Tanpa NPWP, sulit untuk melakukan pemantauan dan pelacakan terhadap 

penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tersebut. 

Kebijakan perusahaan PT X yang tidak memberlakukan sanksi terhadap 

wajib pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi faktor utama yang menyebabkan 

ketidaktepatan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21. Kebijakan perusahaan PT 

X yang tidak memberlakukan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki beberapa dampak. Dampak pertama 

adalah kehilangan pendapatan negara, karena wajib pajak tanpa NPWP dapat 

menghindari kewajiban perpajakan atau melakukan perhitungan pajak yang tidak 

akurat. Selain itu, kebijakan tersebut juga menciptakan ketidakadilan bagi wajib 

pajak lain yang mematuhi peraturan perpajakan, serta merusak kepercayaan 

masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan. Dalam jangka panjang, kebijakan 

ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak secara umum dan menciptakan 
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ketidakefisienan dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan 

PT X dan otoritas pajak untuk memperkuat penegakan hukum terkait NPWP dan 

memberlakukan sanksi yang sesuai untuk menjaga keadilan, kepatuhan, dan 

efisiensi dalam perhitungan pajak. 

Tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

menjadi isu penting, mengingat bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk 

membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, metode perhitungan 

pajak penghasilan juga mempengaruhi besarnya beban pajak yang harus ditanggung 

oleh perusahaan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai metode perhitungan 

mana yang paling optimal dan efektif bagi perusahaan.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah disajikan, maka 

pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah PT X sebagai pemotong pajak telah mematuhi ketentuan perpajakan 

yang berlaku dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan 

Pajak Penghasilan Pasal 21? 

2. Apa dampak dari penggunaan metode Gross, Net, dan Gross Up terhadap 

beban pajak perusahaan? 

3. Apakah penggunaan metode Gross Up berdampak terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dengan mempertimbangkan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Melakukan analisis kepatuhan pajak PT X sebagai pemotong pajak dalam 

menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 

21. 

2. Melakukan analisis dampak penggunaan metode Gross, Net, dan Gross Up 

terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan. 

3. Melakukan analisis dampak penggunaan metode Gross Up terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi ilmiah mengenai cara perhitungan, pemotongan 

dan pelaporan pajak, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini akan 

dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi 

mereka yang akan terjun langsung ke lapangan perpajakan, serta menjadi 

tambahan pengetahuan bagi peneliti yang didapatkan selama mengikuti 

perkuliahan. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman 

dan pengetahuan tentang aspek-aspek perpajakan terutama dalam hal 

perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, sehingga dapat 

meningkatkan wawasan mengenai perpajakan. 

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk perpustakaan dan juga dapat digunakan sebagai perbandingan bagi 

peneliti lain yang ingin meneliti objek yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi perhitungan, pemotongan, dan 

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT X. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi 

kepada perusahaan jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan 

perpajakan tersebut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Buku Pedoman Penyusunan Skripsi digunakan sebagai pedoman dalam 

penulisan proposal skripsi ini, yang kemudian disusun menurut sistematika sebagai 

berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bagian awal dari laporan penelitian ini akan menjelaskan mengenai 

pemilihan judul, permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat yang 

diharapkan dari hasil penelitian, dan metode yang digunakan dalam penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bagian ini memuat teori dasar yang menjadi landasan bagi penelitian yang 

dilakukan, serta menjelaskan kerangka penelitian dan hipotesis yang 

dikembangkan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini berisi informasi mengenai jenis penelitian yang dilakukan, objek 

penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, 

metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan pembahasan mengenai kepatuhan pajak PT X 

sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2022, berikut adalah 

kesimpulan yang dapat diambil: 

1. Terdapat ketidaksesuaian dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

(Pajak Penghasilan Pasal 21) yang dilakukan oleh PT X dengan ketentuan 

yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak 

Penghasilan. Dalam temuan yang ditemukan, terdapat kejadian di mana 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 

21 ayat (5a) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Menurut undang-undang 

tersebut, jika seorang wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), maka tarif pemotongan/pembayaran pajaknya harus lebih tinggi 

sebesar 20% dari tarif yang diterapkan kepada wajib pajak yang memiliki 

NPWP atau menunjukkan NPWP.  

2. Pemilihan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki dampak 

yang berbeda terhadap beban pajak perusahaan. Metode Net mengakibatkan 

peningkatan PPh Badan karena biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dapat 

dikurangkan. Metode Gross mengurangi penghasilan yang diterima oleh 

pegawai, tetapi meningkatkan laba perusahaan karena tidak menanggung 

beban pajak tersebut. Metode Gross Up memberikan tunjangan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 kepada pegawai, memuaskan karyawan dan 

meningkatkan motivasi, sementara beban pajak perusahaan tetap dan dapat 

dianggap sebagai pengurang. 

3. PT X menggunakan metode Gross Up untuk mengelola kewajiban pajak bagi 

para penerima pendapatannya, yang mempermudah dan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Dengan metode ini, PT X menghitung dan 

menambahkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke penerima 

pendapatan dengan akurat, meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perusahaan 

terhadap peraturan perpajakan, serta memperkuat reputasi dan hubungan baik 

dengan para karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. 
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5.2 Saran 

Berikut ini adalah beberapa saran untuk PT X dalam menjaga kepatuhan 

pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. 

1. Perusahaan perlu menerapkan sanksi atau denda kepada pegawai yang tidak 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai langkah pencegahan 

dan penegakan kepatuhan pajak. 

2. Perusahaan sebaiknya memberikan pengetahuan kepada pegawai mengenai 

manfaat dan pentingnya memiliki NPWP, sehingga pegawai dapat 

memahami kegunaannya sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab.  

3. Perusahaan dapat memberikan dukungan administratif kepada pegawai dalam 

mengurus NPWP, seperti memberikan informasi dan bantuan proses 

pendaftaran. Hal ini dapat membantu mempercepat dan memudahkan 

pegawai untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. 

4. Perusahaan dapat mengimplementasikan kebijakan internal yang mewajibkan 

seluruh pegawai memiliki NPWP. Hal ini dapat menjadi syarat bagi pegawai 

untuk tetap bekerja atau mendapatkan fasilitas dan tunjangan tertentu. 

Kebijakan ini akan mendorong pegawai untuk segera mengurus NPWP 

mereka.  
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Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Bagian Accounting PT X 

1. Apakah semua pegawainya merupakan pegawai tetap atau ada yang berstatus 

kontrak? 

Jawab: “Semua pegawai di PT X pegawai tetap” 

2. Apakah data-data selalu diperbarui? Berapa lama periode pembaruan data 

setiap kali dilakukan? Apakah pembaruan dilakukan di awal, tengah, atau 

akhir tahun? 

Jawab: “Semua data selalu diperbaharui setiap awal tahun” 

3. Apakah ada pegawai yang menikah atau memiliki tambahan tanggungan anak 

di tahun 2022? 

Jawab: “Tidak ada” 

4. Apakah ada pegawai yang berhenti bekerja di tahun 2022? 

Jawab: “Di Tahun 2022 belum ada yang berhenti bekerja” 

5. Apakah ada pegawai yang mulai bekerja di tahun 2022? 

Jawab: “Semua baru mulai karena memang baru mulai perusahaannya” 

6. Mengapa ada pegawai yang tidak mendapatkan tunjangan? 

Jawab: “Perusahaan memberikan tunjangan kepada pegawainya berdasarkan 

berbagai kondisi dan ketentuan yang berlaku, seperti tingkat jabatan, masa 

kerja, kehadiran (absensi), dan status pendidikan. Dengan adanya kondisi dan 

ketentuan tersebut, setiap pegawai akan menerima tunjangan yang berbeda-

beda sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan.” 

7. Apakah perusahaan memiliki kebijakan sendiri untuk menentukan besaran 

biaya jabatan? 

Jawab: “Biaya jabatan sama kaya yang umumnya 5%” 

8. Apakah ada pegawai yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP)? 

Jawab: “ada beberapa yang tidak punya NPWP” 

9. Bagaimana kebijakan perusahaan terkait pegawai yang tidak memiliki 

NPWP? Apakah ada himbauan untuk membuat NPWP atau adakah fasilitasi 

dalam prosesnya? 

Jawab: “Tidak ada. Perusahaan tidak memberi himbauan atau fasilitas untuk 

membuat NPWP” 


	LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
	LEMBAR PENGESAHAN
	LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
	KATA PENGANTAR
	PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I  PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Penelitian
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Pertanyaan Penelitian
	1.4 Tujuan Penelitian
	1. Melakukan analisis kepatuhan pajak PT X sebagai pemotong pajak dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21.
	2. Melakukan analisis dampak penggunaan metode Gross, Net, dan Gross Up terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan.
	3. Melakukan analisis dampak penggunaan metode Gross Up terhadap kepatuhan wajib pajak.

	1.5 Manfaat Penelitian
	1.6 Sistematika Penulisan

	BAB V  PENUTUP
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

